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Abstract

This study investigates the transformation of sustainable development policy
implementation in Merauke Regency, focusing on challenges and potential solutions to
address encountered issues. The research aims to analyze the effectiveness of
sustainable policy implementation and identify its impacts on local development and
community welfare. A qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews
and participatory observations for data collection. Findings indicate varying levels of
policy implementation effectiveness, with some programs successfully enhancing
environmental and economic conditions, while others face challenges such as coordination
gaps and community participation deficits. These findings underscore the need for a
stronger adaptive and participatory approach in designing policies that are responsive to
local contexts.

Keywords: Sustainable development policy; policy implementation; local development
impact

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi transformasi implementasi kebijakan pembangunan
berkelanjutan di Kabupaten Merauke dengan fokus pada tantangan dan potensi solusi
dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis efektivitas implementasi kebijakan berkelanjutan serta mengidentifikasi
dampaknya terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Metode
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui
wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil temuan menunjukkan variasi
dalam efektivitas implementasi kebijakan, dengan beberapa program berhasil
meningkatkan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat, sementara program lain
mengalami kendala seperti kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Temuan
ini mengindikasikan perlunya pendekatan adaptif dan partisipatif yang lebih kuat
dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal.

Kata Kunci : Kebijakan pembangunan berkelanjutan; implementasi kebijakan;
dampak pembangunan lokal

LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang semakin
mendesak untuk diimplementasikan di seluruh dunia, termasuk di
Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Daerah ini memiliki kekayaan
sumber daya alam yang luar biasa, namun tantangan dalam mengelola

PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy
Vol. 01 No. 04 (2024): 256-263


https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/aksi
https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/aksi

Syahrabudin Husein Enala et al, Transformasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di
Kabupaten Merauke: Dari Teori ke Praktik

dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara bijaksana teta
menjadi isu utama. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untu
mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian
lingkungan, dan kesejahteraan sosial, yang menjadi tantangan besar
dalam konteks lokal yang memiliki berbagai keterbatasan infrastruktur
dan sumber daya manusia.

Di Kabupaten Merauke, kebijakan pembangunan berkelanjutan
telah diadopsi untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan dan sosial.
Namun, transformasi dari teori ke praktik dalam kebijakan ini seringkali
menghadapi kendala signifikan. Menurut Bappeda Merauke (2023),
salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antar-
stakeholder, yang mencakup pemerintah daerah, masyarakat adat, dan
sektor swasta. Selain itu, penelitian oleh Smith (2022) menunjukkan
bahwa kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
program-program berkelanjutan menjadi hambatan utama dalam
mencapai tujuan kebijakan ini.

Literatur terkini menunjukkan berbagai pandangan mengenai
implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Brown dan Harris
(2021) dalam jurnal Environmental Policy and Governance
mengemukakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada
integrasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pemangku
kepentingan. Mereka menekankan bahwa pendekatan top-down yang
tidak melibatkan masyarakat lokal cenderung gagal karena tidak
mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik lapangan.
Sementara itu, Jones et al. (2022) dalam kajian mereka di Journal of
Sustainable Development men

emukan bahwa kebijakan yang adaptif dan berbasis komunitas
memiliki peluang lebih besar untuk sukses karena dapat menyesuaikan
dengan dinamika sosial dan lingkungan setempat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi
efektivitas kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di
Kabupaten Merauke dan mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung serta menghambat penerapan kebijakan tersebut. Selain
itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan
terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat, yang
merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan
berkelanjutan.

Masalah penelitian ini lebih spesifik pada bagaimana
transformasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dari teori ke
praktik dapat diterapkan di Kabupaten Merauke, dengan meneliti
efektivitas implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi tantangan
yang dihadapi dalam penerapannya, dan mengevaluasi dampaknya
terhadap pembangunan lokal serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Transformasi ini melibatkan analisis kebijakan yang ada, evaluasi proses
implementasi di lapangan, serta studi terhadap dampak nyata dari
kebijakan tersebut. Sebagai contoh, data dari Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Merauke (2023) menunjukkan adanya peningkatan
kerusakan hutan dan lahan kritis meskipun telah ada kebijakan
perlindungan hutan yang diterapkan. Hal ini mengindikasikan adanya
kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas di
lapangan.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana kebijakan
dapat diadaptasi dan ditingﬁatkan untuk lebih efektif. Tujuan dari kajian
ilmiah ini adalah wuntuk menganalisis kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang diterapkan di Kabupaten Merauke, mengevaluasi
implementasi  kebijakan  tersebut dalam  konteks lapangan,
mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan
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pembangunan berkelanjutan dan emberikan rekomendasi untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan berkelanjutan di
Kabupaten Merauke. Dengan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai transformasi kebijakan dari teori ke praktik, hasil penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam
pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif
dan adaptif di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan
untuk memahami secara mendalam  bagaimana  kebijakan
pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke diterapkan dari
teori ke praktik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan
peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dan
kontekstual, yang sangat penting dalam memahami kompleksitas
implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih
karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap
Froses transformasi kebijakan dan dampaknya pada masyarakat serta
ingkungan. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi secara
rinci dan menyeluruh melalui interaksi langsung dengan berbagai
pemangku kepentingan. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif
efektif untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks dan dinamis yang tidak
dapat diukur dengan metode kuantitatif.

Metode Pengumpulan Data adalah dengan Wawancara mendalam
dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat
pemerintah daerah, tokoh masyarakat, perwakilan LSM, dan masyarakat
lokal. Menurut Kvale (2007), wawancara mendalam memungkinkan
peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci perspektif partisipan dan
mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Wawancara ini bertujuan
untuk mengumpulkan pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka
tentang implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurut
Spradley  (1980) menyatakan  bahwa  observasi  partisipatif
memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dari dalam dan
memperoleh wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.
Observasi partisipatif dilakukan di lokasi-lokasi yang menjadi fokus
kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.
Observasi ini melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan lapangan
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik di
lapangan dan interaksi antar-pemangku kepentingan. Dan studi
dokumentasi adalah suatu kegiatan dalam menganalisis terhadap
dokumen-dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi
terkait lainnya dilakukan untuk mendapatkan informasi kontekstual
dan historis mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan di
Kabupaten Merauke. Yin (2014) menekankan pentingnya studi
dokumentasi dalam penelitian kualitatif untuk mengkonfirmasi dan
memperkaya data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Metode Analisis Data menggunakan metode analisis tematik.
Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik adalah
metode yang fleksibel dan bermanfaat untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif.
Langkah-langkah dalam analisis data meliputi: (1) Transkripsi dan
Koding: Data dari wawancara dan observasi ditranskripsi dan diberi kode
berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian. Proses koding
ini membantu mengorganisir data secara sistematis; (2) Identifikasi
Tema dan Pola: Tema-tema dan pola-pola yang muncul dari data
diklasifikasikan dan dianalisis untuk menemukan hubungan antar-tema
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serta mengidentifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan
implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Miles, Huberman,
dan Saldana (2014) menyatakan bahwa identifikasi tema adalah langkah
penting dalam memahami struktur dan dinamika data kualitatif; (3)
Triangulasi Data: Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data,
triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai
sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen). Triangulasi ini
membantu mengkonfirmasi konsistensi temuan dan memberikan
gambaran yang lebih komprehensif. Denzin (1978) menyatakan bahwa
triangulasi meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitian kualitatif
dengan menggunakan berbagai sumber data untuk memperkuat
temuan. dan (4) Interpretasi dan Pemaknaan: Data yang telah dianalisis
kemudian diinterpretasikan untuk memberikan makna dan pemahaman
mendalam tentang transformasi kebijakan pembangunan berkelanjutan
dari teori ke praktik di Kabupaten Merauke. Proses interpretasi ini
melibatkan refleksi kritis terhadap temuan penelitian dan kaitannya
dengan literatur dan teori yang relevan.Dengan pendekatan dan metode
yang sistematis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi yang berarti dalam memahami dan meningkatkan efektivitas
kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.
Schwandt (1994) menekankan bahwa interpretasi dalam penelitian
kualitatif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan
makna yang terkandung dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di
Kabupaten Merauke menunjukkan variasi dalam tingkat efektivitasnya.
Beberapa program berhasil menunjukkan hasil positif, seperti
peningkatan konservasi lahan hutan dan pengelolaan sumber daya air.
Namun, terdapat juga program yang menghadapi hambatan signifikan,
terutama dalam aspek koordinasi antar-stakeholder dan partisipasi
masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pejabat pemerintah
daerah, tercatat bahwa program reboisasi berhasil meningkatkan
tutupan hutan sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir (Dinas Kehutanan
Kabupaten Merauke, 2023). Namun, program pengelolaan sampah yang
melibatkan masyarakat mengalami kesulitan karena kurangnya
partisipasi aktif dari warga.

Efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada
partisipasi aktif dan koordinasi yang baik antar-stakeholder. Menurut
teori partisipasi Arnstein (1969), keberhasilan program pembangunan

berkelanjutan memerlukan keterlibatan masyarakat yang lebih gulam

bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku aktif,
Studi oleh Brown dan Harris (2021) juga mendukung temuan ini,
menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci
keberhasilan kebijakan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten
Merauke, penting untuk menciptakan mekanisme yang memfasilitasi
koordinasi dan komunikasi yang efektif antara semua pemangku
kepentingan. Menurut teori kompleksitas kebijakan (Lipsky, 1980),
kebijakan yang berhasil memerlukan adaptasi kontekstual dan
fleksibilitas dalam penerapannya, yang dapat dicapai melalui
pendekatan partisipatif.

2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
Tantangan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan
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berkelanjutan di Kabupaten Merauke termasuk kurangnya koordinasi
antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya
kesadaran serta partisipasi masyarakat. Data observasi menunjukkan
bahwa banyak program mengalami penundaan karena kurangnya
koordinasi antara pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal.
Misalnya, proyek pengelolaan air bersih tertunda selama satu tahun
karena konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat adat
(Observasi Lapangan, 2023). Tantangan-tantangan ini konsisten dengan
literatur yang ada. Menurut Korten (1980), implementasi kebijakan di
negara berkembang sering menghadapi hambatan struktural dan sosial
yang kompleks. Selain itu, penelitian oleh Jones et al. (2022)
menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya dan koordinasi yang
buruk adalah penyebab umum kegagalan program pembangunan
berkelanjutan. Teori kompleksitas kebijakan (Lipsky, 1980) menekankan
bahwa kebijakan yang berhasil memerlukan adaptasi kontekstual dan
fleksibilitas dalam penerapannya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih
terstruktur dan inklusif. Menurut teori adaptasi kebijakan (Howlett,
2021), kebijakan harus dirancang untuk dapat beradaptasi dengan
perubahan kondisi lapangan dan masukan dari berbagai pemangku
kepentingan.

3. Dampak Kebijakan terhadap Pembangunan Lokal dan
Kesejahteraan Masyarakat

Dampak kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap
pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil
yang beragam. Beberapa inisiatif berhasil meningkatkan kualitas hidup
dan ekonomi masyarakat, sementara yang lain masih menghadapi
tantangan. Program peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan
pertanian berkelanjutan berhasil meningkatkan hasil panen padi
sebesar 20% dalam dua tahun terakhir (Laporan Dinas Pertanian, 2023).
Namun, program pengelolaan sampah belum menunjukkan dampak
signifikan terhadap kesehatan masyarakat karena rendahnya partisipasi
dan kesadaran lingkungan.

Dampak kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap
kesejahteraan masyarakat bergantung pada implementasi yang efektif
dan adaptasi lokal. Menurut teori pembangunan berkelanjutan (WCED,
1987), keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
adalah kunci keberhasilan. Studi oleh Smith (2022) juga menunjukkan
bahwa program yang berhasil adalah program yang dapat beradaptasi
dengan konteks lokal dan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap
pelaksanaannya.

Penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus
pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan
lingkungan. Menurut teori pembangunan berkelanjutan (WCED, 1987),
kebijakan yang seimbang antara ketiga aspek tersebut lebih mungkin
mencapai keberlanjutan jangka panjang.

PEMBAHASAN
Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan berkelanjutan di
Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa keberhasilan sangat
bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi yang efektif
antar-stakeholder. Tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya
sumber daya, koordinasi yang buruk, dan rendahnya kesadaran
masyarakat. Meskipun terdapat %eberapa program yang berhasil, masih
banyak yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan pembangunan
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berkelanjutan. Menurut teori partisipasi Arnstein 31969), keberhasilan
program pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan
masyarakat yang lebih dalam. Hal ini didukung oleh Brown dan Harris
(2021), yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah
kunci keberhasilan kebijakan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten
Merauke, penting untuk menciptakan mekanisme yang memfasilitasi
koordinasi dan komunikasi yang efektif antara semua pemangku
kepentingan.

Tantangan Implementasi dan Pendekatan Adaptif

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan
berkelanjutan di Kabupaten Merauke termasuk kurangnya koordinasi
antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya
kesadaran serta partisipasi masyarakat. Tantangan ini konsisten dengan
literatur yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Korten (1980) dan Jones
et al. (2022). Teori kompleksitas kebijakan (Lipsky, 1980) menekankan
bahwa kebijakan yang berhasil memerlukan adaptasi kontekstual dan
fleksibilitas dalam penerapannya. Pendekatan adaptif dalam kebijakan
dapat membantu mengatasi tantangan ini. Menurut teori adaptasi
kebijakan (Howlett, 2021), kebijakan harus dirancang untuk dapat
beradaptasi dengan perubahan kondisi lapangan dan masukan dari
berbagai pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan pemantauan terus-
menerus, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil yang
diperoleh dan umpan balik dari masyarakat.

Dampak Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan
Masyarakat

Dampak kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap
pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Merauke menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa inisiatif berhasil
meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, sementara yang
lain masih menghadapi tantangan. Menurut teori pembangunan
berkelanjutan (WCED, 1987), keseimbangan antara aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan adalah kunci keberhasilan.
Studi oleh Smith (2022) menunjukkan bahwa program yang berhasil
adalah program yang dapat beradaptasi dengan konteks lokal dan
melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap pelaksanaannya. Penting
untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek
ekonomi tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Terobosan Baru dalam Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi
kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke,
diperlukan terobosan baru yang inovatif. Salah satu terobosan yang
dapat diterapkan adalah penerapan teknologi digital dan platform
berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi dan koordinasi
antar-stakeholder.
1. Penggunaan Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi mobile yang
dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan masukan,
melaporkan masalah, dan berpartisipasi dalam program pembangunan
berkelanjutan. Aplikasi ini dapat mencakup fitur untuk edukasi
lingkungan, pelaporan kondisi lingkungan, dan partisipasi dalam
kegiatan komunitas.
2. Platform Kolaborasi Online: Menciptakan platform kolaborasi online
yang menghubungkan pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk
berkoordinasi dan berbagi informasi terkait program pembangunan
berkelanjutan. Platform ini dapat mencakup forum diskusi, jadwal
kegiatan, dan pembaruan proyek.
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3. Penggunaan Data Analitik: Memanfaatkan data analitik untuk
memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara real-time.
Data dari aplikasi mobile dan platform kolaborasi dapat dianalisis untuk
mengidentifikasi masalah, mengukur efektivitas program, dan
memberikan umpan balik untuk penyesuaian kebijakan.

Manfaat Teknologi Digital dan Platform Berbasis Komunitas
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Teknologi digital
memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan
berkelanjutan, memberikan masukan, dan berpartisipasi aktif.
Meningkatkan Koordinasi: Platform online memfasilitasi komunikasi dan
koordinasi yang lebih baik antar-stakeholder, sehingga mengurangi
hambatan koordinasi yang sering terjadi.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Data yang dikumpulkan
melalui aplikasi dan platform dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
implementasi kebijakan.
Dengan penerapan teknologi digital dan platform berbasis komunitas,
diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten
Merauke dan meningkatkan efektivitas serta dampaknya terhadap
pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke sangat
bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi yang efektif
antar-stakeholder. Tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya
sumber daya, koordinasi yang buruk, dan rendahnya kesadaran
masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan
pendekatan partisipatif dan adaptif yang mempertimbangkan konteks
lokal. Penerapan teknologi digital dan platform berbasis komunitas
merupakan terobosan baru yang dapat membantu mengatasi masalah
tersebut, meningkatkan partisipasi, koordinasi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam implementasi kebijakan pembangunan
berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi
penting dalam memahami transformasi kebijakan pembangunan
berkelanjutan dari teori ke praktik di Kabupaten Merauke dan
menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak
kebijakan tersebut.
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